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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa besaran tarif retribusi kepelabuhanan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, sudah tidak
sesuai lagi dengan indek harga dan perkembangan
perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah
dan Retribusi Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas pada
intinya tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indek harga dan perkembangan ekonomi yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian
Tarif Retribusi Golongan Jasa Usaha;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655); |

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); .



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor S5587), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); .

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah  di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah  di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12
Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 5); ,



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA |

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 5), disesuaikan dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal | !/ 201L
/{; BUPATI LOMBOK TIMUR, L{
e 00—

JWMOCH.ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong

pada tanggal | Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR..."
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR | .. TAHUN 2016

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
GOLONGAN JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BESARAN TARIF
No JENIS PELAYANAN (Rp) SATUAN
LAMA | BARU
1, 2. 3. 4. 5.
A | JASA PELAYANAN KAPAL
1. | Jasa Labuh
Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum :
a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga :
1) Kapal angkutan laut dalam negeri 500,- | 1.000,-
2) Kapal angkutan laut luar negeri 1.000,- | 2.000,-
3) Kapal pelayaran rakyat/kapal PerF}T
b s 300,- 600,- | Perkunjungan
perintis Perhari
4) Kapal yang melakukan kegiatan
. 100,- 200,-
tetap di pelabuhan
b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga/angkutan penyeberangan :
1) Kapal angkutan laut dalam negeri 500,- | 1.000,- PerGT
2) Kapal angkutan laut luar negeri 1.000,- | 2.000,- :
3) Kapal pelayaran rakyat/kapal R
.. 300,- 600,- Perhari
perintis
2. | Jasa Tambat
Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum
a. Tambatan dermaga (besi, beton,dan kayu) :
1) Kapal angkutan laut dalam negeri 50,- 100,- PerGT Per
2) Kapal pelayaran rakyat/kapal Etmal
perintis 25,- 50,- | (letmal=24
jam)
b. Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung :
1) Kapal angkutan laut dalam negeri 20,- 40,- PerGT Per
2) Kapal pelayaran rakyat/perintis 10,- 20,- Etmal
3) Kapal angkutan luar negeri USD | ¢ 150 (letmal=24
035 | T jam)
B | JASA PELAYANAN BARANG
1. | Jasa Dermaga

Barang yang dibongkar/muat melalui pelabuhan umum:

a. Barang antar pulau

1) Garam, pupuk dan barang Bulog

PerTon Perm3

(beras dan gula) i ol

2) Aspal Drum 175,- 350,-
3) Pupuk dalam kemasan 175,- 350,-
4) Batu bara dalam kemasan 175,- 350,-
S) Batu bara curah 100,- 200,-
350,- | 1.000,-

6) Barang jenis lainnya
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1. 2. 3. 4, 5.
b. Hewan
1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya 350,- 700,- Perekor
2) Kambing dan sejenisnya 200,- 400,-
2. | Jasa Penumpukan Lapangan Perton Perms3
60,- 120,- .
Perhari
C | JASA PELAYANAN ALAT
Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan :
a. Alat Mekanik :
Sewa motor boat/kapal
1) Sampai dengan 60 PK 22.000,- | 44.000,- Pesuiit Perjam
2) Di atas 60 PK 32.000,- | 64.000,-
b. Alat Non Mekanik : ; ;
Sewaeerobak dorong 500,- | 1.000,- | Perunit Perjam
D | PELAYANAN JASA LAINNYA
1. | Sewa Tanah
a. Untuk bangunan-bangunan industri
dan galangan dan dock kapal Co80o 25-000--
b. Untuk bangunan-bangunan industri/ Perm?
usaha perusahaan-perusahaan | 1.500,- | 30.000,-
; Pertahun
(mutiara dll)
c. Untuk kepentingan la.m'nya.l 500,- | 25.000,-
1) Toko, warung dan sejenisnya
2) Sewa ruang pelabuhan 5.000,- 5.000.- Perm? Per
/tahun T Bulan
2. | Pelayanan terminal penumpang (pas
masuk terminal penumpang kelas B, 500,- | 1.000,- Perorang
non AC)
3. | Pas Masuk Kendaraan
a. Trailer, Truk Gandeng 6.000,- | 22.000,-
b. Truk, Bus Besar 5.000,- | 15.000,- o
c. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep 4.000,- | 4.000,- P
d. Sepeda Motor 2.000,- | 2.000,-
e. Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda 1.000,- | 1.000,-
E | JASA KENAVIGASIAN

Jasa pengguna sarana bantu navigasi pelayanan (SBNP)/Uan

g Rambu

Per GT Per30

a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri 200,- 400,-
b. Ka;?al ' Pelayaran rakyat/Kapal 100,- 200,-
Perintis

hari
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SALINAN

BUPATI LOMBOK TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa  besaran tarif retribusi kepelabuhanan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2010
tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, sudah tidak
sesuai lagi dengan indek harga dan perkembangan
perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah
dan Retribusi Daerah, dan Pasal 26 Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas pada
intinya tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling
lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan
indek harga dan perkembangan ekonomi yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian
Tarif Retribusi Golongan Jasa Usaha;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah—daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 5), disesuaikan dengan
besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI LOMBOK TIMUR,
Ttd.

MOCH.ALI BIN DACHLAN
Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
Ttd.

ROHMAN FARLY
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

-LALU DHEDI KUS
Pembina (IV/a)
NIP. 19760229 200003 1 002




